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ABSTRAK

Dalam menghadapi kompleksitas masalah perkembangan yang dinamis
untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Tanjungpinang, maka
diperlukan tata kelola kolaborasi antara pemerintah daerah dengan
stakeholders lainnya di luar pemerintah yang bersifat pentahelix.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaborasi
(Collaborative Governance) yang telah berjalan, peran dari pemerintah
daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, media massa serta
model kolaborasi yang berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai
bentuk pengembangan kolaborasi yang telah berjalan selama ini.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Quasi Kualitatif
(deskriptif  kualitatif). Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan beberapa metode yang meliputi observasi, wawancara,
metode dokumenter, metode audio-visual, dan metode penelusuran data
online. Informan terbagi atas informan kunci, informan utama dan
informan tambahan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 36 orang
yang berasal dari organisasi pemerintah daerah, organisasi di luar
pemerintah daerah yang terlibat sebagai mitra kolaborasi serta
masyarakat sebagai peserta kegiatan. Penelitian ini menggunakan teori
kolaborasi dari Chris Ansell & Alisson Gash sebagai pisau analisis yang
digunakan untuk menjelaskan Collaborative Governance dalam
mewujudkan kota layak anak di Kota Tanjungpinang. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya
mencakup fasilitator, koordinator, stimulator, dan dinamisator. Dunia
usaha, lembaga pendidikan, NGO (khususnya Forum PUSPA, Relawan
SAPA dan PATBM), serta media massa telah melaksanakan perannya.
Namun masih ada beberapa kondisi yang berpotensi sebagai penghambat
Collaborative Governance pada kebijakan kota layak anak ini. Terdapat
potensi pengembangan model kolaborasi antar NGO baik yang
bergabung dalam bentuk forum maupun di luar forum, serta dunia usaha
dan Perguruan Tinggi. Hasil penelitian menyarankan perlunya
konfigurasi sumber daya dari berbagai latar organisasi berbeda yang
bergabung dalam sebuah forum, komposisi dominasi keanggotaan
forum, diversifikasi media komunikasi, dan koordinasi yang lakukan
untuk mendukung kegiatan yang bertujuan bagi upaya pemenuhan hak
anak. Hal tersebut diperlukan mengingat bahwa kelompok sasaran
adalah anak yang termasuk generasi Z dan Alpha yang memiliki
karakteristik akrab dengan teknologi.

Kata kunci: tata kelola kolaborasi, pentahelix, peran, model kolaborasi.
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ABSTRACT

A penta helix is needed in collaborative governance between the local
government and other stakeholders outside of the government to
effectively handle complex issues related to dynamic development to
create a child-friendly city in Tanjungpinang City. This study aims to
describe existing collaborative governance, the role of local government,
the business world, educational institutions, the public, the mass media,
and collaboration models that have the potential to be developed as a
form of collaborative development. This is a quasi-qualitative
(descriptive qualitative) study. Data was collected using a variety of
methods, including observation, interviews, documentary methods,
audio-visual methods, and online data tracking methods. Informants are
classified as key informants, main informants, and additional
informants. This study included 40 informants from local government
organizations, organizations outside of local government that were
involved as collaborative partners, and community members who
participated in activities. The collaboration theory of Chris Ansell and
Alisson Gash is used in this study as an analytical tool to explain
collaborative governance in the creation of child-friendly cities in
Tanjungpinang City. According to the research findings, local
governments have fulfilled their roles as facilitators, coordinators,
stimulators, and dynamic actors. Businesses, academic institutions,
NGOs (particularly the PUSPA Forum, Relawan SAPA, and PATBM),
and the mass media have all contributed. However, several conditions
could become impediments to Collaborative Governance in this child-
friendly city policy. There is potential for the development of
collaborative models between NGOs that participate in forums and
outside forums, as well as the business sector and colleges. The study's
findings point to the need for resource configuration from various
organizational backgrounds that join a forum, the dominating
composition of forum membership, diversification of communication
media, and coordination to support activities aimed at fulfilling
children's rights. This is needed considering that the target group
consists of children from the Z and Alpha generations who are tech-
savvy.

Keywords: collaboration governance, collaboration model, penta helix,
role
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